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Abstract: The protection provided by state law against women and children as victims of the crime of trafficking in
persons scattered in several laws and regulations either general or specific nature, such as: Criminal Law, Criminal
Procedure Code, Law No.21 of 2007 on Combating Criminal Acts trafficking in Persons, Law No.13 of 2006 on
Protection of Witnesses and Victims. 1t is still not supported by the implementing regulation (Government Regulation) with
regard to the mechanism of compensation or restitution which is a_form of direct protection to the victim.
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PENDAHULUAN

Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah
satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan orang. Sejak tahun 2005 hingga pertengahan tahun
2010, setidaknya sudah terdapat 3.785 orang korban perdagangan orang, di mana sekitar 90%-nya adalah
perempuan termasuk diantaranya anak-anak sekitar 24%, sedangkan laki-laki hanya sekitar 10% (http:/
/www.menkokesra.go.id, diakses tanggal 25/10/2011). Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia
mengalami permasalahan perdagangan orang, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada negara
yang menjadi negara tujuan perdagangan manusia, negara transit atau negara sumber terjadinya
perdagangan orang, seperti yang dialami Indonesia.

Perdagangan orang (Trafiking in person) mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah
sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang tidak
dipungkiri sering terjadi di Indonesia. Perdagangan orang adalah suatu bentuk praktik kejahatan kejam
yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, paling
konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis.
Menurut Laporan Bulanan Direktorat I Keamanan dan Kejahatan Trans Nasional, Bareskrim, Mabes
Polri, bulan Juni 2007, dalam kajian intelijen terakhir menunjukkan suatu kecenderungan baru dalam
perdagangan orang baik secara internal dan eksternal pada anak-anak untuk tujuan pedofilia dan produksi
pornografi pedofilia untuk tujuan komersial dan non-komersial, dan kecenderungan ini dapat menimpa
anak perempuan maupun anak-anak laki-laki Secara umum dan dalam hitungan angka, perdagangan
orang untuk eksploitasi tenaga kerja lebih banyak terjadi dalam konteks perdagangan orang internal dan
regional dibanding perdagangan orang interkontinental (antar benua).

Dalam perspektif gender, perdagangan orang ini bisa di lihat dari konteks korban. Apabila eksploitasi

tenaga kerja terdiri dari pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik seperti di pertambangan, ladang
pertanian atau armada kapal ikan, maka kemungkinan yang lebih besar terjadi, akan menimpa kaum
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lelaki daripada kaum perempuan. Sebaliknya, jika tenaga kerja mencakup pekerjaan pertanian ringan
seperti pemetik hasil panen, tenaga kerja tempat kerja dengan gaji rendah atau perbudakan rumah tangga
maka kemungkinkan besar korbannya terdiri dari perempuan. Akan tetapi praktik perdagangan orang
yang seringkali terjadi selama ini adalah perdagangan perempuan dan anak-anak yang diperniagakan
secara paksa, diculik, disekap, dijerat dengan utang, ditipu, dibujuk atau diiming-imingi dan seterusnya,
untuk dijadikan pekerja seks komersial atau dieksploitasi. Hal ini diketahui dari banyak pengalaman
yang terungkap dari korban maupun para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terungkap.
Perdagangan orang khususnya terhadap wanita dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan,
baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Kejahatan keji ini bahkan melibatkan tidak hanya orang
perorangan tapi juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan/atau kekuasaannya.
Jaringan pelaku perdagangan orang ini juga memiliki jangkauan operasi tidak hanya terbatas antar wilayah
dalam negeri, namun juga meluas sampai antarnegara.

Fenomena perdagangan orang dapat diasumsikan bagaikan “fenomena gunung es di samudera yang
luas”, yaitu jumlah korban yang terdeteksi atau terungkap dan tertangani baru merupakan puncak gunung
es yang tampak di permukaan samudera luas. Artinya, masih jauh lebih banyak korban perdagangan
orang yang belum terungkap, seperti bagian es yang berada di permukaan samudera. Hal itu juga
menandakan, bahwa upaya pengendalian dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui
sarana penegakan hukum masih sangat jauh dari memadai, sehingga dibutuhkan berbagai upaya yang
lebih efektif untuk mengendalikan dan memberantasnya, terutama dalam hal penegakan hukum. Dalam
upaya melindungi warga negara dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi, Pemerintah Indonesia
terus meningkatkan melalui berbagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi korban, pengembangan
norma hukum dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen
juga dilakukan secara lebih terencana dan terintegrasi dengan upaya mengatasi kemiskinan, pengangguran,
kurangnya pendidikan dan ketrampilan, kurangnya akses kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai
sosial budaya yang memarjinalkan dan mensubordinasikan kaum perempuan.

Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang
memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang (#rafficking in person) di tengah-tengah
semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat,
maka penulis tertarik untuk menelaah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara
terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

PEMBAHASAN

Trafiking berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti “/egal trade’ atau perdagangan illegal
(L.M. Gandhi Lapian dan Hetty A. Geru, 2010: 47). Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor
49/166 mendefinisikan trafiking dengan:  Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across
national and international borders, largely from developing conntries and some countries with economies in transition,
with the goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for
the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as
Jorced domestic labonr, false marriages, clandestine employment and false adoption ( Perdagangan ialah suatu
perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar
berasal dari Negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir
memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan
dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan
illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu,
pekerja gelap, dan adopsi)”.

Sedangkan berdasar Pasal 3 Protokol Palermo (Protokol untuk mencegah, menekan dan menindak
perdagangan orang, khususnya kaum perempuan dan anak-anak) menyatakan bahwa yang dimaksud
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dengan trafiking ialah: perekrutan, pengiriman ke suatau tempat, pemindahan, penampungan atau
penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain,
penculikan, penipuan, pengaiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan
atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya, mencakup eksploitasi melalui
pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memeberikan layanan paksa,
melalui perbudakan, melalui praktik-praktik serupaperbudakan, melalui penghambaan atau melalui
pemindahan organ tubuhnya.

Dalam konteks hukum nasional, terdapat Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian dari
Trafiking tersebut yaitu: Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sechingga memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar
Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang
menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang
sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah
terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat
bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sedangkan yang dimaksudkan
bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak
mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan
kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari
ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. KUHAP
hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui
penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak
diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan
manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban
hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap
pelakunya.

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak
(tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan
bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa
puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk
petlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii
maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi,
pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa
pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.Perlindungan
terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata,
maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan perdagangan
orang dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi
korban perdagangan orang, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan
bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum
menampakan pola yang jelas (Muladi, 1992: 87). Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan orang
sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya
merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan.

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan
pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan
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terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena
dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa,
dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan orang
mengingat ancaman yang berat tersebut. Sudaryono berpendapat bahwa Perlindungan yang abstrak pada
dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional
(psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya
merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau
bersifat materii maupun non-materi (http://eprints.ums.ac.id/337/01/6._SUDARYONO.pdf diakses
tanggal,/25/10/2011).

Barda Nawawi Arief dalam salah satu seminar menyatakan adanya perumusan penetapan) perbuatan
kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi idana) dalam peraturan perundang-

undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “in abstracts”, secara tidak langsung,

terhadap korban kejahatan kekerasan ( Barda Nawawi Arief, 1997: 2). Pemberian pidana kepada pelaku
kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila
korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam
bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk
memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya
ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.Perlindungan ini sangat
diperlukan bagi korban perdagangan manusia yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian,
baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). Pemberian petlindungan korban perdagangan
manusia ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam memberikan rasa
aman kepada warga negaranya yang dalam hal ini adalah korban perdagangan manusia tersebut. Salah
satu upaya konkret perlindungan adalah penyediaan she/fer (rumah aman). Kebijakan perlindungan pada
korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan
perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial
tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih
dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban
Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
Selain memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan,
Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan. Dalam beberapa
undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan sekalipun
sifatnya masih parsial. Perundang-undangan yang di dalamnya memberikan pengaturan tentang
perlindungan korban kejahatan, diantaranya:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia berupa penggantian kerugian
yang diderita korban perdagangan manusia oleh pelaku perdagangan manusia melalui ketetapan hakim
dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok. Sekalipun KUHP
mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan
ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping
pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana
pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;

2. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan
pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan;

3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat
imperatif.
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B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP

Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya pelaku
kejahatan, telah melindungi korban kejahatan secara tidak langsung karena pelaku kejahatan tidak akan
lagi mengganggu masyarakat/korban, namun pelaku kejahatan tidak cukup hanya bertanggung jawab
secara pidana / dihukum tetapi juga harusbertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin
menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban. Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana diatur beberapa hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan
dalam suatu proses peradilan pidana (Theo, 2003:31). Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, terhadap tindakan penghentian
penyidikan dan/atau penuntutan. Hal ini penting untuk diberikan guna menghindari adanya upaya
dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif (politik, uang, dan sebagainya) yang bermaksud
menghentikan proses pemeriksaan, karena bagaimanapun juga dalam suatu proses pemeriksaan
pidana, sekalipun pelaku / tersangka berhadapan dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut
umum, tetapi korban sebagai pihak pelapor dan/atau yang menderita kerugian tetap berkepentingan
atas pemeriksaan tersebut.

2. Hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagi saksi. Kesaksian dari (saksi)
korban sangat penting untuk memperoleh suatu kebenaran materil, oleh karena itu, untuk mencegah
korban mengundurkan diri sebagai saksi perlu sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk
memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai
saksi.

3. Hak untuk menuntut ganti kerugian yang diderita akibat kejahatan. Hak ini dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan kepada korban suatu tindak pidana dalam mengajukan gugatan ganti
kerugian, yaitu melalui cara percepatan proses pemberian ganti kerugian kepada pihak korban
kejahatan atau keluarganya oleh tersangka melalui penggabungan perkara pidananya dengan gugatan
gantikerugian. Perlu kiranya diketahui bahwa permintaan penggabungan perkara gugatan ganti
kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan
pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya
sebelum hakim menjatuhkan putusan.

4. Hak bagi keluarga korban untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan polisi melakukan otopsi.
Mengijinkan atau tidak mengijinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk
perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat
kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/ kesopanan lainnya.

C. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah
diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa
petlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Mengenai hal ini, Harkristuti Harkrisnowo,
dalam sebuah seminar menyatakan: “Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya hak-hak
korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal
darikelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan dan memiliki akses pada senjata” (Harkristuti
Harkrisnowo, 2002: 32). Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif
dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh
korban.

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan

rehabilitasi kepada korban. Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban kejahatan, Soedjono
Dirjosisworo berpendapat: “Namun, mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila
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apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidak
mampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus
menjalani pidana yang berat” ( Soedjono Dirdjosisworo, 2000 102).

D. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Banyaknya kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai
salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk
hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung, Rendahnya kualitas
perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang
sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum
kepada anak sehingga anakdapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya
sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan
anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

E. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan
saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang
No.13 Tahun 20006, yang antara lain menyebutkan: “Penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam
mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak
dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari
pihak tertentu”. Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai
jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan
kesaksian. Hal inilah yang menjadi tujuan dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006. Dalam Undang-
Undang ini, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat
dengan LPSK yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-
hak lain kepada saksi dan/ atau korban.

F.  Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang
cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap
korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 2; Pasal ini mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia
baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dariorang yang memegang kendali
atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.

2. Pasal 3; memberikan pengaturan pidana terhadap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara
Republik Indonesia untuk dieksploitasi baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di
Negara lain.

3. Pasal 4; memberikan pidana kepada setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
Republik Indonesia.

4. Pasal 5; memberikan larangan kepada setiap orang untuk melakukan pengangkatan anak dengan
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.

5. Pasal 6; memberikan larangan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri
dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.
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6. Pasal 9; mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang berusaha
menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun tindak pidana
itu tidak terjadi.

7. Pasal 10, 11 dan 12; menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan,
merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan
orang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidanaperdagangan orang dengan cara
melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan
orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik
eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan
pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

8. Pasal 17; memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang masih
anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan terhadap anak, maka ancamannya
ditambah sepertiga.

9. Pasal 19; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan
orang. Seperti hal nya tindak pidana memberi keterangan palsu pada dokumen Negara atau
memalsukan dokumen Negara.

10. Pasal 20; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan
orang yang berkaitan dengan kesaksian palsu, alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau
mempengaruhi saksi secara melawan hukum.

11. Pasal 21; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengantindak pidana perdagangan
orang yang berupa penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara
tindak pidana perdagangan orang,

12. Pasal 22; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan
orang yang berupa mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

13. Pasal 23; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan
orang yang memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku,
menyediakan tempat tinggal bagi pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi
keberadaan pelaku.

14. Pasal 24; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan
orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban yang harus dirahasiakan.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan secara langsung atau konkret terhadap perempuan dan anak
korban perdagangan orang, antara lain:

A. Pusat Pelayanan Terpadu

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk
penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri
Kesehatan, Menteti Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.v/X/2002;1329/
MENKES/ SKB/ X/ \2002;75/HUK/2002; POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan
Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban
dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial
dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog,
penyidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi
pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.
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B. Rumah Perlindungan Sosial Anak

Departemen Sosial, tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di
Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 anak dan di Medan Sumatera Utara dengan kapasitas 170
anak. RPSA ini telah disosialisasikan kepada unsur Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA),
LSM, organisasi sosial dan sektor terkait di tingkat pusat untuk memprakondisikan rencana pengembangan
RPSA di berbagai propinsi. RPSA memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan
psikologis, pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang
mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak kekerasan dan perlakuan salah
terhadap anak.

C. Pelayanan Perempuan dan Anak

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang
biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Pelayanan
Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort
(Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan
anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18
PPA yang mencakup hampir di seluruh Kepolisan Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, POLRI telah
berhasil membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia
dan Pelayanan Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap Kepolisian
Resort (Kabupaten/ Kota) di seluruh Indonesia.

D. Pemulangan Korban Perdagangan Manusia

Pelayanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan Departemen TenagaKerja dan
Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah khususnya ditujukan kepada pekerja
migran yang bermasalah dalam bentuk bantuan transportasi pemulangan dan penampungan di daerah
transit (debarkasi). Departemen Sosial juga membantu memberikan bantuan untuk biaya pemulangan
korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah (termasuk korban perdagangan orang)
serta berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para penyandang sosial agar
mereka dapat mandiri dan mampu memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat.

E. Women’s Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan
Terpadu, Womens Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah
propinsi di Indonesia. Women’s Crisis Center adalah pusat pelayanan terhadap wanita korban kejahatan
perdagangan orang, Trauma Center merupakan pusat pemulihan dari trauma yang dialami korban
perdagangan orang, sedangkan Shelter atau Drop in Center adalah tempat dimana korban perdagangan
orang ditempatkan terlebih dahulu sebelum korban direintegrasi / kembali ke keluarganya.

F. Bantuan Hukum

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum
berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku
perdagangan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Di samping bantuan hukum yang disediakan
oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan
hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada
korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut
dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan orang.
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PENUTUP

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap perempuan dan anak sebagai korban
tindak pidana perdagangan orang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang
sifathya umum maupun khusus, seperti: KUHP, KUHAP, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP baru secara abstrak dan belum diberikan secara
langsung atau konkret. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2000, terdapat perlindungan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga ke pemberian
kompensasi maupun restitusi kepada korban tindak pidana, namun belum ada mekanisme pemberian
kompensasi maupun restitusi tersebut karena peraturan pelaksana yang seharusnya mengatur masalah
tersebut, belum ada. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 juga telah memberikan pengaturan mengenai
pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang baik secara langsung maupun tidak langsung
termasuk pemberian restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain kepada korban
perdagangan orang. Namun pemberian perlindungan secara langsung ini juga tidak didukung dengan
peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah.

Hendaknya pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagai
pelaksana undang-undang yang berkaitan dengan mekanisme pemberian kompensasi maupun restusi
terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.
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Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
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